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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR  47  TAHUN  2021 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHSAKITAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 dan     

Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan 

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang 

Perumahsakitan; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 
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    MEMUTUSKAN:  

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

BIDANG PERUMAHSAKITAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan 

yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna yang menyediakan 

pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

2. Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut 

Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu 

pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian 

bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar 

Akreditasi. 

3. Klasifikasi Rumah Sakit adalah pengelompokan kelas 

Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, 

fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber 

daya manusia.  

4. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi 

masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung di Rumah Sakit.  

5. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden 

dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 
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7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

8. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. 

 

BAB II 

KLASIFIKASI RUMAH SAKIT 

 

Bagian Kesatu  

Umum 

 

Pasal 2 

(1) Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah 

Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit umum dan 

Rumah Sakit khusus. 

(2) Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

klasifikasinya oleh pemerintah berdasarkan 

kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana 

penunjang, dan sumber daya manusia. 

 

Pasal 3  

(1) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas: 

a. Rumah Sakit umum kelas A;  

b. Rumah Sakit umum kelas B; 

c. Rumah Sakit umum kelas C; dan  

d. Rumah Sakit umum kelas D.  

(2) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:  

a. Rumah Sakit khusus kelas A;  

b. Rumah Sakit khusus kelas B; dan 

c. Rumah Sakit khusus kelas C. 
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Pasal 4 

(1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan Rumah Sakit 

dan peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, 

dan masyarakat dapat mendirikan Rumah Sakit 

umum kelas D pratama. 

(2) Rumah Sakit umum kelas D pratama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) hanya dapat didirikan pada 

daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:  

a. daerah terpencil dan daerah yang sulit dijangkau 

karena keadaan geografis;  

b. daerah perbatasan yang berhadapan dengan 

negara lainnya baik yang dibatasi darat maupun 

laut;  

c. daerah kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-

pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar;  

d. daerah tertinggal; dan/atau 

e. daerah yang belum tersedia Rumah Sakit atau 

Rumah Sakit yang telah ada sulit dijangkau 

akibat kondisi geografis. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan 

Rumah Sakit umum kelas D pratama diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Bagian Kedua 

Kemampuan Pelayanan 

 

Paragraf 1 

Umum 

 

Pasal 5 

(1) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (2) merupakan jenis pelayanan yang dapat 

diberikan oleh Rumah Sakit. 

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi pelayanan pada Rumah Sakit umum dan 

Rumah Sakit khusus yang dipenuhi berdasarkan 
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ketersediaan sumber daya manusia, bangunan, 

sarana, dan peralatan. 

 

Paragraf 2 

Rumah Sakit Umum 

 

Pasal 6 

(1) Rumah Sakit umum dengan klasifikasi kelas A, kelas 

B, kelas C, dan kelas D sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) memberikan pelayanan kesehatan 

pada semua bidang dan jenis penyakit. 

(2) Pelayanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pelayanan medik dan penunjang medik; 

b. pelayanan keperawatan dan kebidanan; 

c. pelayanan kefarmasian; dan 

d. pelayanan penunjang. 

 

Pasal 7 

(1) Pelayanan medik dan penunjang medik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. pelayanan medik umum; 

b. pelayanan medik spesialis; dan 

c. pelayanan medik subspesialis.  

(2) Pelayanan medik umum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a berupa pelayanan medik dasar.  

(3) Pelayanan medik spesialis sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b berupa: 

a. pelayanan medik spesialis dasar; dan  

b. pelayanan medik spesialis lain. 

(4) Pelayanan medik spesialis dasar sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: 

a. pelayanan penyakit dalam; 

b. pelayanan anak;  

c. pelayanan bedah; dan  

d. pelayanan obstetri dan ginekologi.  

 

www.peraturan.go.id


